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BUPATI TOJO UNA-UNA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOjO UNA - UNA

NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG '

¢

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN ANGGARAN 2015

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

b.

c.

d.

BUPATI TO]O UNA UNA,

bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai
dengan asunsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar
unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan
yang menyebabkan sisa lebih tahun anggarah sebelumnya harus
digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan
maka perlu dilakukanr Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Angga.ran 2015;

bahwa Dewan Perwakﬂan Rakyat Daerah bersama Bupatl telah
menyempurnakan = Rancangan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBDY)

. Tahun Anggaran 2015 sesuai dengan Keputusan Gubernur
i Sulawesi Tengah Nomor : 903/489/BPKAD-G.ST/2015 tanggal

24+ Agustus 2015 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Tcjo Una-Una tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

o

-V

bahwa penyempurnaan sebagaimana dmlaksud pada huruf b,
dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 tidak
bertentangan dengan kepentingan wmum dan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggj;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b ‘dan huruf ¢, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Tojo Una - Una Tahun Anggaran 2015;
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10.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun.1999
Negara yang Bersih dan- Bebas dari
Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3851);

g Penyelenggaraan
orupsi, Kolusi dan

onesia Tahun 1999
Repub].lk Indonesia

L P

Uni:lang—Undang Nomor 17 Tahun 2003| tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara {Republik Indonesia
Nomor 4286);

i
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Tojo Una-Una di Propinsi, Sulawesi Tengah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahyn 2003 Nomor 147,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);

Uﬁdang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

. Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4355);

< hd

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangané Negara (Lembaran
Négara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 );

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomot 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan . (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234); *

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik ‘Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor ¢ Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679); )
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11.

12,

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19

20.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 téntang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan d: j Anggota DPRD
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Ind n@esm Nomor 4416),
sebagaimana telah diubah terakhir: dengan _ turan Pemerintah

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 te
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran | Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambalmh Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nornor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575); i

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah ((xmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan [Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

Pératuran Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan OStandar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593)

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);
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21.

24,

26.

27.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun l0}[2 tentang Hibah

Daerah (Lembaran Negara Republik In onesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara |Republik Indonesia
Nomor 5272); '

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13| Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah| sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011;

:
-7

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32‘t Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja lbaerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menten Dalé.m Negeri Nomor 39
Tahun 2012 tentang Perubahan Atiss Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah
dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2015;

Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 1 Tahun 2006
tentang Visi dan Misi Kabupaten Tojo qna-Una (Lembaran
Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 200q Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 6 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tojo Una-
Una (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2008
Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 35 Tahun
2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan . Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2008
Nomor 35);

Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 35 Tahun
2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten T¢jo Una-Una Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah
Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2011 Nomor 35) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una
Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 35 Tahun 2011 tentang

_ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Tojo Una-Una Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten
Tojo Una-Una Tahun 2013 Nomor 8);
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Dengan Persetujuan Bersama

t

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA

dan
BUPATI TOJO UNA-UNA

MEMUTUSKAN:

|
PERATURAN DAERAH TENTANG I’ERUBAﬁ_AN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TOJO

UNA-UNA TAHUN ANGGARAN 2015,

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 semula berjumlah

Rp.

Rp. 922.396.225.497,00 dengan rincian sebagai berikut :

1.

759.406.613.352,00 bertambah sejumiah Rp. 162.989.612.14500 sehingga menjadi

i{p . 922,396,225,497.00

Pendapatan
Semula Rp 759,406,613,352.00
Bertambah / {berkurang) Rp 162,989,612,145.00
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan
Belanja
Semula Rp 776,296,327,154.27
Bertambah / (berkurang} Rp 198,688,605,883.92
Jumlah Belanja setelah Perubahan
Stirplus / (Defisit) setelah Pérubahan
Pembiayaan
Penerimaan
1) Semula Rp 24,380,713,802.27

2) Bertambah / (Berkurang) Rp 39,698,993,738.92

Rp - 974,984,933,038.19

Rp  (52,588,707,541.19)

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan

Pengeluaran
1) Semula Rp 7,491,000,000.00
2) Bertambah / (Berkurang)  Rp 4,000,000,000.00

Rp 6407970754119

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan

Rp 11,491,000,000.00

Rp 52,588,707,541.19

Rp (0.00)
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E‘ . Pasal 2
{ (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
y a, Pendapatan Asti Daerah _
A 1) Semula : Rp. 33.217.150.220,00
i 2) Bertambah / (berkurang) :Rp. 13.625.771.506,00
! Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp. 46.842.921.762,00
I b. Dana Perimbangan
l‘ 1) Semula : Rp. 633.198.356.000,00
2) Bertambah / (berkurang) : Rp. 112.629.326.000,00 |
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp 745.827.682.000,00
c. Lain- Lain Pendapatan Daerah yang Sah
1} Semula :Rp. 92.991.107.132,00
2) Bertambah / (berkurang) :Rp. 36.734.514.639,00 -
1 Jumlah Lain lain Pendapatan Daerah yang sah setelah Perubahan Rp. 129.725. 621 771,00

{(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis

pendapatan :
a. Pajak Daerah
1) Semula v - :Rp. 4.341.625.000,00
2) Bertambah / (berkurang) : Rp. 1.077.539.000,00
Jumiah Pajek Daetah setelah Perubahan Rp. 5.419.164.000,00
b. Retribusi Daerah : ;
1) Semula :Rp. 18.069.392.220,00
2) Bertambah / (berkurang) :Rp. . 7.807.939.506,00
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan | Rp. 25.877.331.726,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
1) Semula :Rp.  1.650.000.000,00
2) Bertambah / (berkurang) ' : Rp. 0,00
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
setelah Perubahan Rp. 1.650.000.000,00
' d. Lain lain pendapatan asli daerah yang sah
1) Semula :Rp.  9.156.133.000,00
2) Bertambah / (berkurang) :Rp. 4.740.293.000,00
Jumlah Lain lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
setelah Perubahan . Rp. 13.896.426.000,00
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis
1 pendapatan : ‘N
. a. BagiHasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak E
1) Semmla Rp. 35.800.254.000,00
2) Bertambah / (berkurang) :Rp.. (4.218.874.000,00)
Jumiah Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak o
setelah Perubahan Rp. 31.581.380.000,00
b. Dana Alokasi Umum
1) Semula : Rp. 509.717.712.000,00
2) Bertambah / (berkurang) :Rp. - 0,00
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan Rp. 509.717.712.000,00
c. Dana Alokasi Khusus
1) -Semula ~ :Rp. 87.680.390.000,00
2) Bertambah / (berkurang) : Rp. 116.848.200.000,00

Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan Rp. 204.528.590.000,00
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(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ terdiri
| dari jenis pendapatan :
a. Hibah :
} 1) Semula :Rp.  3.593.320.000,00 | .
2) Bertambah / (berkurang) : Rp. 3.000.000.000,00
Jumlah Hibah setelah Perubahan lle. 6.593.320.000,00
b. Dana Darurat
1) Semula :Rp. 0,00
2) Bertambah / (berkurang) :Rp. 0.00:
| Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan Rp. 0,00
c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemda Lainnya
1) Semula < <Rp. 17.142.066.827,00 |
2) Bertambah / (berkurang) :Rp.  4.631.288.194,00
' Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan Rp. 21.773.355.021,00
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
1) Semula :Rp. 67.855.720.305,00
2) Bertambah / (berkurang) :Rp. 27.146.857.695,00
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan Rp. 95.002.578.000,00
e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda Lainnya
1) Semula " :Rp. 4.400.000.000,00
2) Bertambah / (berkurang) :Rp. 1.956.368.750,00
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provmsx atau Pemda Lainnya X
setelah Perubahan Rp. 6.356.368.750,00
e ~,
Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula : Rp. 406.275.189.036,27

2) Bertambah / (berkurang) :Rp. 11.033.906.350,74

Jumiah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan Rp. 417.309.095.387,01

b. Belanja Langsung

1) Semula : Rp. 370.021.138.118,00

2) Bertambah / (berkurang) : Rp. 187.654.699.533,18

Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp. 557.675.837.651,18
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

1) Semula : Rp. 311.578.047.293,27

2) Bertambah / (berkurang) : Rp. (19.193.978.918,26)

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp. 292.384.068.375,01
b. Belanja Bunga

1) Semula :Rp. 0,00

2) Bertambah / (berkurang) :Rp. 0,00

Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan Rp. 0,00
c. Belanja Subsidi

1) Semula :Rp.  500.000.000,00

2)  Bertambah / (berkurang) : Rp. 0.0

Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan Rp. 500.000.000,00
d. Belanja Hibah

1) Semula : Rp. , 20.373.863.000,00

2) Bertambah / (berkurang) :Rp. 6.405.450.000,00

Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan Rp. 26.779.313.000,00

3 31 r3 32 3y 3 33y Q3 ey i3y O3y 33 3y 3y Oy 3T 33Oy .3 Ty




—3a —3

3 3 3 3 3 3 3 O Ca a3 3 3 D3 3 oy /3 iy 3

.o
.

e. Belanja Bantuan Sosial i
1) Semula :Rp. . 762.680.000,00
2) Bertambah / (berkurang) :Rp.  (168.000.000,00
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan

f. Belanja Bagi Hasil
1) Semula :Rp.  594.657.322,00
2) Bertambah / (berkurang) :Rp. 0,00
Jumlah Belarja Bagi Hasil setelah Perubahan

g- Belanja Bantnan Keuangan |

p.  594.680.000,00

p.  594.657.322,00

1) Semula : Rp. ; 69.465.941.421,00

2) Bertambah / (berkurang) :Rp. 23.990.435.269.00-

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan Ro. 93.456.376.690,00
h. Belanja Tidak Terduga

1) Semula - :Rp. 3.000.000.000,00

2) Bertambah / (berkurang] - :Rp. 0,00

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan Rp. 3.000,000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula " 7 iRp. 46.920.205.700,00 :

2) Bertambah:/ (berkurang) :Rp.  6.343.368.000,00 .

Jumlah Pegawai setelah Perubahan Rp. 53.263.573.700,00
b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula : Rp. 162.203.792.097,00

2) Bertambah / (berkurang) :Rp. 35.159.715.623,18

Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan Rp. 197.363.507.720,18
¢. Belanja Modal

1) Semula : Rp. 160.897.140,321,00

2) Bertambah / (berkurang) 1 Rp. 146.151.615.910,00

Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan Rp. 307.048.756.251,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Penerimaan

1) Semula :Rp. 24.380.713.802,27

2) Bertambah / (berkurang) :Rp. 39.698.993.738,92

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 64.079.707.541,19
b. Pengeluaran .

1) Senmwla Rp.  7.491.000.000,00

2) Bertambah / (berkurang) : Rp. 4.000.000.000,00

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan

: Rp 11.491.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
a. SiLPa tahun anggaran sebelumnya
1) Semula :Rp. 24.370.713.802,27
2) Bertambah / (berkurang) :Rp. 39.698.993.738,92 '
Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan Rp. 64.069.707.541,19
b. Pencairan Dana Cadangan ' :

1) Semula » . :Rp. 0,00
2) Bertambah / (berkurang) :Rp. 0,00
Jumlah Pencairan Dana Cadanygan setelah Perubahan Rp. 0,00
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. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1) Semula :Rp. - 0,00

2) Bertambah / (berkurang) :Rp. 0.00.

Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

setelah Perubahan Rp. 0,00
. Penerimaan Pinjaman Daerah

1) Semula :Rp. 0,00

2) Bertambah / (berkurang) :Rp. 0,00

Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan Rp. 0,00
. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

1} Semula :Rp. 10.000.000,00 ,

2) Bertambah / (berkurang) :Rp. 0,00

Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

setelah Perubahan o Rp. 10.000.000,00

Penerimaan Piutang Daerah "

1) Semula :Rp. 0,00

2) Bertambah / (berkurang) :Rp. 0,00

Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan Rp. 0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jeriis pembiayaan :

a. Pembentukan Dana Cadangan

1) Semula :Rp. 0,00 |

2) Bertambah / (berkurang) :Rp. 4 0(]

Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan Rp. 0,00
. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

1) Semula :Rp. 7.491.000.000,00

2) . Bertambah / (berkurang) :Rp. 4.000.000.000,00

Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

setelah Perubahan Rp. 11.491.000.000,00
. Pembayaran Pokok Utang.

1) Semula : Rp. - 0,00

2) Bertambah / (berkurang) : Rp. 0,00

Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo

setelah Perubahan Rp. 0,00
. Pemberian Pinjaman Daerah

1) Semula . :Rp.” 0,00

2) Bertambah / (berkurang) . :Rp.* 000

Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah Perubahan Rp. 0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan ﬁelanja Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1.
2,

3.

Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD; »

Lampiran 1I Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemenniahan Daerah
dan Organisasi SKPD; -

Lampiran ILa Ringkasan Perubahan APBD mem.rut Organisasi dan Urusan

~ Pemerintahan Daerah; ~

Lampiran ILb Ringkasan Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah dan
Organisasi

Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemenntahan Daerah,

Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
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Organisasi dan Program Kegiatan;

- 7. Lampiran IV.a Rekapjtulasi Penggunaan Sumber Dana menugut jenis Pendapatan dan
jenis Renerimaan terhadap jenis Belanja dan jenis Pengeluaran;

8. Lampiran IVDb Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,

i 6. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah,

Program dan Kegiatan; ..
9. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah pmtuk keselarasan dan
keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka
pengelolaan keuangan negara; : ' '
' 10. Lampiran Daftar Perubahan Jumlah pegawai Per Golongéfndanper Jabatan;
| 11. Lampiran Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah;

VI
VI .
12. Lampiran VIO - Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
13. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain;

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan entang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagai laridasan operasional pelaksanaan.

~Pagal7
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

§
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerali Kabupaten Tojo Una-Una. .’

Ditetapkan di Ampana
pada tanggal 25 Agustus 2015

+ BUPATITOJO UNA -UNA,

i : TTD/CAP
DAMSIK LADJALANI
v Dnmdangkan di Ampana .
' pada tanggal 26 Agustus 2015 . :

(RE DAERAH
BUPATEN QIO UNA-UNA,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA - UNA TAHUN 2015 NOMOR 6

NOREG 46 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA, PROVINSI SULAWESI
TENGAH : (06/2015)
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PENJELASAN ATAS |
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UI
‘NOMOR 6 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEL
KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN ANGG

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusu.nlL untuk kebutuhan
penyelenggaraan Pemerintahan dan kemampuan Pendapiatan Daerah yang
berpedoman pada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada
masyarakat. Penyusunax{ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebaééiman’a
diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daérah sebagaismana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Zi\ifahun éOll, dan mengacu
pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015
serta berdasarkan RKPD Perubahan, Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA)
Tahun Anggaran 2015, Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2015 dan Rencana Kerja Anggaran seluruh SKPD Kabupaten Tojo
Una-Una maka disusunlah Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2015.
PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
" Cukupelas

Pasal 2

Cukup Jelas
Pasal 3

Cukup Jelas
Pasal 4

- Cukup Jelas

Pasal 5 -

Cukup Jelas

i
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Pasal 6
Cukup Jelas
Pasal 7

Cukup Jelas

N

k1

|
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA - UNA N_bMOR 41

12



